
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jaian Rambutan Gedung Gadis II Lantai I, Kode Pos 77212

Telp/Fax 0552-2029748 Email: dpmptsp.provkaltara&.Qmail. com Website: dpmptsp.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor: 814 / O^S /SPK/DPMPTSP.SET

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1.Nama: Risdianto, S.Pi, M.Si

NIP: 19720509 199703 1 008
Jabatan: Pit. Kepala Dinas

Alamat Kantor: Jalan Rambutan Gedung Gadis II Lantai 1 Kel. Tanjung Selor Hilir
Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya
dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

2.Nama: Ira Lisiana, S.Sos

Tempat/Tanggal Lahir   : Tanjung Selor, 01 Juli 1987
JenisKelamin: Perempuan
Pendidikan Terakhir     : S1 llmu Komunikasi
Alamat Rumah: Jl. Skip 1 No. 23 RT. 3 RW. 2 Tanjung Selor Hilir, Kabupaten

Bulungan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah setuju bersepakat untuk mengikatkan diri dalam
suatu perjanjian kerja, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-

pasal berikut:

PASAL1
PENEMPATAN TUGAS

(1)PIHAK KEDUA bersedia dipekerjakan oleh PIHAK KESATU sebagai Pegawai Tidak Tetap
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan
Utara, selanjutnya PIHAK KEDUA dengan ini mengingatkan diri dan berjanji akan taat dan
patuh terhadap Perjanjian Kontrak Kerja serta peraturan yang diberlakukan di Lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;

(2)Bila dipandang perlu PIHAK KESATU dapat memberikan tugas tambahan kepada PIHAK
KEDUA sesuai tuntutan tugas dan memperhatikan kemampuan dari PIHAK KEDUA adapun
rincian Tugas tersebut sebagai berikut:

a)Membantu Membuat Laporan Kegiatan Bidang;
b)Mengarsipkan Surat Masuk dan Surat keluar;
c)Menjaga Meja Pusat Informasi Dan Pengaduan;
d)Menginput Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
e)Membuat Laporan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat);
f)Membantu Kasi Kajian Kebijakan dan Kasi Pengaduan; dan
g)Membantu Proses Administrasi Bidang.



PASAL 2
JANGKA WAKTU

PIHAK KEDUA mengikatkan diri sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dalam jangka waktu 9 (sembilan)
bulan dan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

PASAL 3
WAKTU KERJA

PIHAK KEDUA wajib mentaati waktu kerja sebagai berikut:
(1)Senin s/d Kamis: Pukul 07.30-16.00 Wita
(2)Jumat: Pukul 07.30 -11.30 Wita

PASAL 4
CUTI DAN IZIN

(1)Dalam masa Perjanjian Kerja ini PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan izin tetapi
mendapatkan hak cuti dari PIHAK KESATU;

(2)PIHAK KESATU memberikan cuti kepada PIHAK KEDUA berupa :
a.Cuti bersama yaitu cuti yang ditetapkan oleh Pemerintah;

b.Cuti melahirkan selama 40 (empat puluh hari) berturut-turut dengan memperoleh gaji;
c.Cuti Menikah selama 12 (dua belas) hari kerja;
d.Cuti sakit yang lamanya berdasarkan atas surat keterangan dokter;
e.Cuti Tahunan selama 6 (enam) hari kerja dalam masa kontrak kerja berjalan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1)PIHAK KESATU
a.HAK

1)Memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA secara langsung maupun melalui
Sekretaris/Kabid/Kasubbag/Kasi dalam kerangka tugas-tugas di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;

2)Melakukan pemutusan hubungan kerja apabila tidak memenuhi kewajibannya.

b.KEWAJIBAN
Memberikan honorarium sesuai kesepakatan yang dibayarkan pada awal bulan
berikutnya.

(2)PIHAK KEDUA
a.HAK

Menerima honorarium dari PIHAK KESATU sesuai kesepakatan setiap awal bulan
berikutnya.

b.KEWAJIBAN
1)Melaksanakan tugas yang dibebankan  oleh PIHAK KESATU pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;
2)Mengikuti   dan mentaati   segala aturan yang berlaku di Lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;

3)Mengikuti apel pagi Senin dan Kamis;
4)Membuat laporan bulanan, triwulan dan akhir pekerjaan.



PASAL6
HONORARIUM

(1)PIHAK KESATU akan memberikan honorarium kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.
3.016.000,00 (Tiga Juta Enam Belas Ribu Rupiah) setiap bulan yang terdiri dari gaji/upah
pokok dan iuran JKN sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

(2)Besaran gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak penghasilan
(PPh).

(3)PIHAK KEDUA wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan wajib
membayar iuran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

(4)Pembayaran  gaji/upah  akan  dibayarkan  oleh  Bendaharawan  Pengeluaran  Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dengan
mengacu pada standar yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 dengan kode rekening
2.18.04.1.01.03

PASAL 7
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1)Untuk efektifitas pelaksanaan pekerjaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara, PIHAK
KESATU memerintahkan Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk melaksanakan
pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas tenaga kontrak
tersebut;

(2)Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan
Utara membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Tidak Tetap yang bertugas melaksanakan

pengawasan dan penilaian terhadap kinerja Pegawai Tidak Tetap setiap 3 (tiga) bulan sekali.

PASAL 8
SANKSI

(1)PIHAK KEDUA diberikan sanksi berupa pemotongan honorarium apabila:
a.Tidak mengikuti apel pagi Senin dan Kamis sebesar 2% dari perbulan;
b.Terlambat masuk kerja dibawah 2 jam sebesar 2% dari perbulan, sedangkan terlambat

lebih dari 2 jam dipotong sebesar 5% dari perbulan;
c.Absen Sidik Jari sebelum jam pulang kantor sebesar 10% dari perbulan;
d.Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas sebesar 25% dari perbulan.

(2)PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila:
a.Tidak melaksanakan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan;
b.Tidak masuk kantor 1 (satu) hari kerja tanpa izin selama masa perjanjian kerja;
c.Terlambat datang atau pulang cepat dari kantor tanpa izin yang jumlahnya seteiah

dikonversi berjumlah 7,5 jam;
d.Melanggar tata tertib kantor.

(3)PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian apabila:
a.Mendapatkan 3 (tiga) kali teguran tertulis;
b.Tidak masuk kantor 3 (tiga) hari kerja tanpa keterangan selama masa perjanjian kerja;
c.Terlambat datang atau pulang cepat dari kantor tanpa izin yang jumlahnya seteiah

dikonversi berjumlah 22,5 jam selama masa perjanjian kerja;
d.Menunjukkan sikap dan budi pekerti  yang tidak baik yang dapat  mengganggu

lingkungan pekerjaan;
e.Melakukan perbuatan melawan hukum.



PASAL 9
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

(1)PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja apabila:
a.PIHAK KEDUA meninggal dunia;
b.Atas permintaan PIHAK KEDUA;
c.PIHAK KEDUA berhalangan tetap sehingga tidak dapat   melaksanakan tugas

pekerjaannya;
d.PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (3);
e.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2.

(2)Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c
dan d, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA
atau yang mewakili dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara cq.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

(3)Dengan berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA
tidak diberikan uang pesangon dan jasa lainnya.

PASAL10
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

(1)Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah
suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan kedua belah
pihak yang menyebabkan Pihak yang lain mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau
terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam PERJANJIAN ini. Force Majeure
tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak
dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan

pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
(2)Dalam hal terjadinya Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan

kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lain. Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak lain secara tertulis
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang
dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya
peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan
dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam
perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;

(3)Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga
oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari
kalender, maka kedua belah Pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian
ini;

(4)Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya
peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

PASAL11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1)Bila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah
pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah mufakat;

(2)Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat
dilakukan melalui: (mediasi/konsultasi/arbitrase) melalui pengadilan yang disepakati kedua
belah pihak yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

(3)Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) di atas,
ditanggung oleh PARA PIHAK;

(4)Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh
PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
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PASAL12
LAIN-LAIN

(1)Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan
ketentuan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut kepada PIHAK KESATU untuk dapat
diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

(2)Surat perjanjian kerja ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi PIHAK KEDUA
untuk menuntut haknya agar dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

(3)Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja ini atau perubahan-
perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur kemudian dalam surat
perjanjian kerja tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat
terpisahkan dan surat perjanjian kerja ini.

PASAL13
PENUTUP

(1)Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua
belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
perjanjian ini;

(2)Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2
(dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1

(satu) untuk PIHAK KESATU, dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA;
(3)Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian Kerja ini merupakan bagian tidak terpisahkan

dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


